N\ o
wes TAHUN »o
\v/
Suara Hati Nurani Rakyat . WiIND
hn?mzxmmm Terblt Se;ak 27 September 1945 U
SELASAPON 19 AGUSTUS 2025 (24 SAPAR 1959 / TAHUN LXXX NO 308) HARGARP 4.000/ 12 HALAMAN

Analisis
Royalti Hak Cipta

‘{‘ Dr Sudiyana SH M Hum

BEBERAPA minggu terakhir ini, di samping berita dugaan fjazah
Palsu Jokowi yang tak pemah berakhir dan pemberitaan media,
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tengah ramai pula di media sosial berita
tentang royalti hak cipta di ruang publik.
Tdak mengherankan, jika fenomena
sosial ini mengemuka menjadi viral di
berbagai media sosial, pasalnya ruang-
ruang publik seperti restoran, kafe, hotel,
bandara, terminal, armada bus umum
yang memutar dan memperdengarkan
lagu-lagu, akan dikenakan kewajiban
membayar royalti.

Berita itu bermula dari sengketa antara
Mie Gacoan Bali vs Sentra Lisensi Musik
Indonesia (SELMI), salah satu lembaga
manajemen kolektif yang berakhir damai
dengan pembayaran royalti Rp 2,2 miliar
Pertanyaannya, mengapa ruang publik
yang memperdengarkan lagu-lagu wajib
membayar royalti, bukankah mereka
sudah membeli dari produser yang ten-
tunyatelah membayar royalti.

Bagi orang awam, kewaijiban tersebut
kurang diterima, terlebih konsumenyang
menyantap makanan di restoran, atau
yang menginap di hotel, penumpang ar-
mada bus umum, atau yang sedang
santai di kafe menikmati kopi, dan lain-
lain. Bagi kensumen sangat wajar untuk
mempertanyakan dan menolak kewa-
jiban itu. Namun bagi pelaku usaha,
hukumnya menjadi berbeda.

Orientasi pelaku usaha adalah keun-

tungan dan atau laba, maka dengan
cara bagaimanapun akan ditempuh se-
panjang dapat mendatangkan pelang-
gan (konsumen) yang membeli pro-
duknya, termasuk dengan cara mem-
perdengarkan lagu-agu. Oleh karena itu
pelaku usaha otomatis akan membe-
bankan kewajiban-kewajiban pemba-
yaran itu kepada pelanggarnvkonsumen,
termasuk royalti, pajak, dan lain-lain.
Mengapa pelaku usaha menjadi wajib
membayar royalti atas pemutaran lagu-
lagu tersebut. Secara yuridis, permasa-
lahan hak cipta yang termasuk dalam
konteks ilmu pengetahuan, seni dan sas-
tra, seperti ciptaan lagu, telah diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta (UUHC).
Menurut UUHC hak cipta merupakan
hak eksklusif baik hak moral maupun
hak ekonomi, di mana orang lain tak da-
pat menggunakan hak tersebut tanpa
izin dari pencipta atau pemegangnya.
Hak cipta meliputi hak moral dan hak
ekonomi. Hak moral merupakan hak
yang melekat secara abadi pada diri
pencipta yang tidak dapat dialihkan sela-
ma pencipta masih hidup. Misalnya hak
untuk tetap mencantumkan atau tidak
mencantumkan namanya pada salinan

ciptaannya.

Sedangkan hak ekonomi merupakan
hak eksklusif pencipta untuk mendapat-
kan manfaat ekonomi, misalnya untuk
penggandaan ciptaan dalam segala
bentuknya, penerjemahan, pengadap-
tasian, pengaransemenan, atau pen-
transformasian, pendistribusian, pertun-
Jkan, pengumuman dan penyewaan
dptaan.

Ekslusivisme hak cipta ini ditetapkan
sejak hamnonisasi hukum liberal yang ter-
dapat dalam Undang-undang Nomor 7
tahun 1994 tentang Ratifikasi Perjanjian
Multiateral Word Trade Organization,
salah satu kesepakatan yang diratifikasi
adalah tentang perlindungan Hak
Kekayaaan Intelelktual, termasuk hak ap-
ta atas lagu. Melalui hammonisasi hukum,
menunt UUHC, pendpta mendapat per
Indungan hukum secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif sejak cip-
tBan diwujudkan dalam bentuk nyata
(system declarative), untuk perorangan
diambah 70 tahun sejak meninggal
dunia, dan 50 tahun untuk badan hkum.

Secara hukum, bagi pihak lain yang
memanfaatkan hak ekonomi suatu cip-
lBan atau Penggunaan Secara
Komersial produk terkait, dengan tujuan
untuk memperoleh keuntungan ekono-
mi dar berbagai sumber atau berbayar,

maka harus membayar royalti. Pada
umumnya, pihak yang menggunakan
secara komersial atas hak cipta lagu de-
ngan cara memperdengarkan kepada
pelanggan adalah para pelaku usaha
terutama bidang jasa seperti restoran,
kafe, transpotasi bus, dil.

Untuk menekan pembiayaan dan apa-
bila pelaku usaha, akan membebankan
konsumen, maka ada beberapa hal yang
harus dilakukan, Pertama, harus mem-
perhatikan hak-hak konsumen sesual
dengan Undang-Undang Nomor 8tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Dalam hal adanya kewajiban royatti, hak
konsumen adalah mendapatkan infor-
masi tentang adanya kewajiban kon-
sumen membayarroyalti.

Kedua, membuat komitment atau per-
setujuan pada konsumen terkait fasilitas
yang berbayar, seperti pemutaran lagu-
lagu. Ketiga, menjamin kenyamanan da-
bBm menikmati fasilitas berbayar dan
pelayanan atas jasanya. Agar pelaku
usaha dapat melakukan bisnis dengan
baik dan menghasilkan keuntungan,
maka harus mendasarkan hukum dan
etika, sehingga tidak merugikan kon-
sumen, dan menimbulkan sengketa.d
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